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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan   

   Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan analisa 

hasil penelitian tentang  Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala 

Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pakubaun, maka dirumuskan 

kesimpulan secara keseluruhan tugas dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan 

pembangunan di Desa Pakubaun dinilai belum mencapai maksimal. Adapun 

perincian kesimpulan perindikator sebagai berikut : 

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

  Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam penyelenggaraan 

 pemerintahan Desa Pakubaun terselengara dengan baik, namun ada  berapa 

kendala yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan  salah  satunya 

yakni peraturan desa yang bisa mengatur mengenai kehidupan  bermasyarakat 

di Desa Pakubaun belum ada. seperti pelepasan ternak  yang sering 

menimbulkan masalah antar warga dan konflik mengenai  batas tanah. 

Namun, walaupun peraturan desa mengenai kehidupan  bermasyarakat belum 

ada tetapi untuk meminimalisir masalah yang sering  terjadi antar warga 

selalu adanya upaya dari pemerintah Desa Pakubaun  bersama tokoh 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang   ada 

tersebut secara kekeluargaan. Serta dibentuknya Linmas dan diberi 

 pelatihan serta insentif sehingga dari setiap anggota linmas yang ada dapat 

 mengambil bagian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban  masyarakat 

 Desa Pakubaun.  

 

2. Tugas dan Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan 

 Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan 

pembangunan sejauh ini ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

Desa Pakubaun, akan tetapi terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dapat menciptakan ketidakefektifan dalam pembangunan 

tersebut. Dari semua pembangunan yang telah dilaksanakan ada beberapa jenis 

pekerjaan yang dinilai tidak tepat sasaran seperti pengadaan rumah layak huni 

yang terkesan diberikan kepada warga yang memiliki hunbungan erat dengan 

pihak pemerintah desa, sedangkan masih terdapat warga yang tergolong 

masyarakat tidak mampu dan juga terdapat janda/duda yang mestinya 

mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah. contoh lainnya seperti 
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pembuatan embung yang tidak dapat menjamin kebuthan masyasrakat pada 

musim kemarau.   

 Sedangkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 

Desa Pakubaun sangat minim. Hal ini dikarenakan setiap pelaksanaan 

pembangunan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat. yang ternyata 

masyarakat ingin sekali mengambil bagian atau turut berpartisipasi dalam 

pembangunan di Desa Pakubaun namun dari pemerintah sangat tertutup untuk 

memberi informasi kepada masyarakat, dengan demikian semua pembangunan 

diatur oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat dan sikap dari 

pemerintah desa yang tidak mau menerima kritikan dapat menyebabkan 

pembangunan yang kurang efektif dan dirasa manfaatnya sangat kecil bagi 

masyarakat Desa Pakubaun.  

 

3. Tugas dan Fungsi kepala desa dalam pembinaan masyarakat 

   Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam 

pembinaan  masyarakat sudah efektif dilihat dari beberapa program yang 

dilaksanakan  pemerintah desa mendapat respon yang baik dari masyarakat, 

seperti  pembinaan kepemudaan di bidang olahraga, yang mana setiap tahun 

selalu  diadakan turnamen sepak bola (Pakubaun Cup), yang bertujuan untuk 

 meningkatkan minat dan bakat orang muda Pakubaun dan juga 

bertujuan  untuk mempererat tali persaudaraan antar pemuda dengan 

desa tetangga.  Selain itu pembentukan kelompok nelayan yang dikatakan 

sangat efektif  karena letak Desa Pakubaun di pesisir pantai maka dengan 

adanya  kelompok nelayan sudah sangat membantu masyarakat yang punya 

 keahlian dalam menagkap ikan. Adapula kegiatan pelatihan administrasi 

 guna untuk membantu pemerintah desa yang tidak memahami benar 

 tugasnya sehingga dengan adanya pelatihan  administrasi ini tentu 

punya  dampak yang baik untuk aparat desa. serta pemberian intensif kepada 

 tenaga guru PAUD dan linmas yang bertujuan untuk meningkatan taraf 

 hidup masyarakat Desa Pakubaun. 

 

4. Tugas dan Fungsi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat 

  Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan 

 masyarakat tidak efektif, hal ini dilihat dari kelemahan kepala desa 

dalam  memberi bantuan kepada mnasyarakat yang tidak tepat sasaran seperti 

 bantuan ternak (sapi) hanya diperoleh warga yang dinilai memiliki 

 kedekatan erat dengan pihak pemerintah desa, serta  pembuatan kios 

desa  yang menimbulkan keresahan dan juga kritik dari masyarakat karena 

bagi  sebagian masyarakat menilai dengan adanya kios desa dapat 

menghambat  dan mematikan usaha masyarakat yang bergerak dibidang  
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tersebut, hal ini  disebabkan oleh harga barang yang dijual kios milik 

Desa Pakubaun  terbilang murah dibandingkan dengan harga barang yang dijual 

oleh  masyarakat. 

 

6.2 Saran 

         Sesuai dengan kesimpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran dari 

peneliti antara lai : 

A. Sesuai dengan kewenangan desa dalam membentuk produk hukum  guna 

menyelengarakan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat 

desa, baik dalam jenis peraturan desa dan peraturan kepala  desa maupun dalam 

bentuk keputusan kepala desa, maka tentunya  peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas aparatur desa sangat diperlukan,  terutama melalui berbagai 

pendidikan dan pelatihan.  

B. Diharapkan Pemerintah Desa lebih serius dan lebih berperan aktif dalam 

 meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan tujuan untuk 

 meningkatkan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan 

 rancangan dan pembuatan Peraturan Desa (PerDes), diharapkan   pemerintahan 

Desa harus lebih berkompeten dalam menjalankan fungsinya  sebagai 

pemerintahan tertinggi di desa, khususnya dalam menghasilkan  Produk hukum 

seperti Peraturan Desa (PerDes) sehingga pemerintah desa  juga segera menetapkan 

peraturan desa dengan tujuan untuk menciptakan  desa yang aman, damai dan 

sejahtera. 

C. Agar pelaksanaan pembangunan terlaksana dengan baik diharapkan 

 pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan 

 pembangunan.    

D. Sebagai pemerintah tertinggi di desa setidaknya demi kelancaran  pembangunan 

di desa aparat desa menerima semua saran dan kritik dari  masyarakat sehingga 

tercapainya pembangunan yang sesuai dengan  tuntutan masyarakat. 
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